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TENTANG

AI.{GGARAI{ PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RI\HMAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

I}UPAT'I PONTIANAK.

bahrva dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa sebagai perwujuclan pelaksanaan otonomi d;sa, maka
Pemerintah Desa perlu menyusun dan merunruskan kebijakan yang
merupakan progranl kerja Pemerintah Desa dan disusun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas,
dipandang perlu mengatur Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dengan
Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang penbentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9).
sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor I g20);

undang-undang Nomor l2 Tairun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nornor 6g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 3312), sebagairnana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor l2 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik lndonesia -fahun 

1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 3569):

undang-Undang Nomor l8 'fahun I997 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36g5), sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246" Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 40a8);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200j Nomor 47, Tambihan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aZS6);

undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43g9)r



6 Undang - Undang Nomor l5 Tahun 200.{ tentang Pemeriksaan pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuanga' Negara (Lembaran Negara {epublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

I Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, farnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti undang - U'Jang Nomor i
Tahun 2005 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor jg,
Tambaha' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-undang Nomor g rahun 2005 (Lembaian i.grru
Republik Indonesia Tahun 200,5 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nelara
Republik lndonesia Nornor 4,548);

8. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200+
Nomor 126, Tarnbahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 'fahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah
dan Ker.venangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran NJgara Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor ,54, Tambahan Lembaran Negar-a Republik
lndonesia Nomor 3952):

10. Peratuan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana perimbangan
(Lernbaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aAZ\;

11. Peraturatt Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'fahun 2001 Nornor l18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a 138),

I2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 'I'ahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor l19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139):

13. Peraturan Pemerintah Nomor -58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor t+0,
Tambahan Lembaran l{egara Republik lndonesia Nomor 457g);

I4. Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, I'ambahan Lenibaran Nesara
Republik lndonesia Nomor 4588);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79'Iahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndoneisa Nomor 4593);

16. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentans Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Penrerintahan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang
Pembentukan dan Susunan organisasi perangkat Daerah Kabupaten
Pontianak (Lembaran Daerah rahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 0l):



Dengan Persertujuan Bersama
DEWAN PERWAK[I.-{N RAKYAT DAIRA}I KABUPA'I'EN PONTIANAK

dan
BUPATI PONTIANAK

Menetapkan

N{EI\{UTI.ISKAN :

: PERATURAN DAERAII TENTANG ANGCARANI PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

BAB I
KETENTUAN U]\ITIM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Daeralt adalah Bupati Pontianak dan Perangkat Daerah Kabupaten pontianak
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

2. Kabupaten adalah Kabupaten pontianak.

3. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
"maiyarakat 

setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihornati dalam sisiem
Pemerintalran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Permerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan
Badan Pertrrusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5' Pemerintah Desa adalali Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

6. Badan Permusyarvaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pernerintahan oeia
penyelenggara Penerintahan Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat ApB Desa aclalah rencana
keuangan tahunatt Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
Desa dan BPD

8. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatan
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuungun desa dan
mempunya i kewaj i ban mempertanggungj awabkan penglolaan keuanga n desa.

yang merupakarr
sebagai unsur

Pejabat pengelola keuangan desa aclalah perangkat
Penrndang - undangan yang berlaku diberi kewenangan
keuangan desa.

Desa yang berdasarkan peraturan
tertentu dalam rangka pengelolaan

10. Bendaharawan Desa adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksa'akan
kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan ApB Desa.

I I. Dana cadangau adalah dana yang disisihkan untuk nlenampung kebutuhan yang memerlukan
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi clalam 1 (satu) tahun anggaran.



BAB II
AZAS UNTUM ANGGARAN

Pasal 2

Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APB Desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan priniip dasar
pengaturan desa, keanekaragaman, partisipasi, otonorni asli, demokrasi dan pembeidayaan
masyarakat.

Pasal 3

(l) APB Desa tnerupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam tahun anggaran tertentu,
(2) Tahun Fiskal APB Desa dimulai dari tanggal 1 Jamrari sampai clengan 31 Desernber tahun

anggaran berjalan.

Pasal 4

( I ) Sernua penerimaan desa dan pengeluaran desa dicatat dan dikeloia dalam ApB Desa.
(2) Dalam menyusull dan menetapkan APB Desa. harus mernperhatikan dan menrpertirnbangkan

rasionalitas penganggaran pengeluaratt desa dengan kepastian tersedianya penerimaan desa.

Pasal 5

(1) Besarnya pendapatan yang clianggarkan dalam APB Desa nrerupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

(2) Besarnya belanja yang dianggarkan dalam APB Desa nrerupakan batas tertinggi untuk setiap
jenis belanja.

(3) Perkiraan sisa lebih perhitungan APB Desa tahun lalu dicatat sebagai bagian penerimaan
pembiayaan pada penetapan APB Desa tahun berikutnya, seclangkin realisasi sisa lebih
perhitungan APB Desa tahun lalu dicatat sebagai bagian p.n.riruun pembiayaan pada
perubahan APB Desa.

Pasal 6

Setiap Pejabat Pemerintah desa dilarang rnelakukan tinclakan yang berakibat pengeluaran atas
beban APB Desa apabila tidak terseclia atau tidak cukup tersedia anggaran untut membiayai
pengeluaran tersebut.

BAB III
PENYUSU]\AN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Struktur APB Desa

Pasal 7

( l) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa :

b. Bagian Keuangan dari Pemerintah Kabupaten .

l). Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten;
2). Bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten;



c. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten3). dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diierima oleh Kabupaten.d' Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.e. Hibah dan Sumbangan pihak ketiga yang tidak *rngikat.
(3) Belanja Desa sebgaimana dimaksud dalam ayat (l), terdiri clari :

a. Belanja Rutin,
b. BelanjaPembangunan;
c. Belanja Lain - lain.

Pasnl 8

Pembiayaan sebagaimana dimakusd dalam pasal 7 ayat
dan pengeluaran pembi ayaan.

(l), terdiri dari penerimaan pembiayaan

Pasal 9

(l) Penerimaan penrbiayaan sebagainrana dirnaksud dalam Pasal 8 meliputi :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumrya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan desa;
d. Penerimaan pinjaman desa;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal g meliputi :

a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah Desa:
c. Pembayaran utarlg;
d. Pemberian pinjanran desa.

Pasal l0

(1) Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana clirlaksud dalam pasal 9 ayat(z)hunrf a,
guna membiayai kebutuhan desa yang tidak dibebankan dalam satu tahun apggaran.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan atas dana cadangan dikelola serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari ApB Desa.

Pasal I I

(l) Dalam hal perkiraan pendapatan desa lebih kecil dari perkiraan belanja pemerintah Desa dapat
melakukan pinjarnan.

(2) Pemerintah Desa dapat metrgembangkan sumber pernbiayaan lain melalui kerjasama dengan
pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

(3) Pinjaman dan srtmber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dan ayat (Z)

3uqu1 
dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang'- undangun yung

oenaKu.

Baginn Kedua
Penyusuniur APB Desa

Pasal 12

(l) Penyusunan rancangan APB Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa



(2) Rancangan APB Desa dibahas dalarn rnusyawarah perencanaan pembangunan desa.
(3) Rancangan APB Desa yang telah dibahas dan disetujui bersama melalui musyawarah

sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam bentuk rancangan peraturan Desa tentang ApBDesa oleh Pernerintah Desa.

Pasal 13

(l) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebagaima'a
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa, paling lama 3(tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah haius disanipaikan oleh Kepala Desa kepadaBupati melalui Camat untr"rk dievaluasi.

(2) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
dapat dilaksanakan oleh camat sebagai bagian pelirnpahan kervenangan Bupati kepada camat.

Pasal l4

(1) Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalarn pasal l3
ayat (2) harus disampaikan kembali kepada Kepala Desa piling lama 20 (dua puluh) hari sejak
diterima oleh Camat.

(2) Apabila hasil evaluasi belum disampaikan dan atau diterima oleh Kepala Desa dalam bataswaktu sebagainiana dimaksud ayat (l), Kepala Desa dapat melanjuikan proses penerapan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk menjadi peratural Desa.

Baginn Ketiga
Perretapan ApB Desa

Pasal 15

APB Desa ditetapkan setiap tahr-rn oleh Kepala Desa bersarRa BPD dengap peraturan Desa.

Pasal 16

(1) APB Desa sebelum ditetapkan sebagimana dinraksucl dalam Pasal l5 terlebih dahulu Kepala
Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BpD dengan
disertai permintaan untuk dibahas bersama dalam rapat paripurna BpD.

(2) Apabila Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat disetujui
BPD, Kepala Desa berkewajiban untuk menyempurnakan rancangan ApB Desa dimaksud dan
menyampaikan kembali kepada BpD.

(3) Apabila Rancangan Peraturan Desa yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (z)juga tidak dapat disetujui BPD, Penterintah Desa dapat menglgunakan ApB desa tahun
anggaran sebelumnya sebagai dasar pengeluaran keuangan desa.

Pasal 17

APB Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal l5
harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Cariat sebagai bahan pengawasan dan
pernbinaan paling la'rbat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.



Bagian Keenrpat
Perubahan ApB Desa

Pasal 18

(l) Perubahan APB Desa dilakukan sehubungan dengan :a Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau kebijakan

i:,::::::i Desa vang secara langsung dapat rnernpengaruhi penerimaan dan pengeluaran
Keuangan oesa;

b' Penyesuaian sebagai akibat tidak tercapainya targer dan atau melebihi target penerimaan
desa yang ditetapkan;

c. Adanya kebutuhan yang mendesak.
(2) Perubahan APB Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalanberakhir

(3) Perubahan APB Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BpD dengan peraturan Desa
tentang Penrbahan ApB Desa.

pELAKSA$iintt;rB DESA

Bagian Pertama
Pej a bat Pengelolann Anggararr

Pasal 19

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagairnana dimaksud pada ayat (l) Kepala Desa dapatmelimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa p...n.unuun, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. ,
(3) Perangkat desa yang diberikan atau mendapatkan pelimpahan kekuasaa' dari Kepala Desa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melaksinakan kekuasaan sebagai pejabat
pengelola keuangan desa.

Untuk melaksanakan penatausahaan
Bendaharawan Desa, yang mempunyai
berwatak.iujur dan dapat <lipercaya.

Bagian Kedua
PenatRusahanlr

Pasal 20

keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat
pengetahuan dibidang penatausahaan keuangan serta

Pasal 21

(l) Semua pengeluaran keuangan desa yang nlen'lbebani API] Desa, harus diterbitkan dengan
Keputusan atau disamakan dengan itu oleh pejabat pengelola keuangan desa.

(2) Semua pengeluaran keuangatt desa harus didukung bukti - bukti clokumen vanq sah.



Pnsal 22

Pejabat pengelola keuangan desa dalam menandatangani dan.atau mengesahkan diterbitkannyaKeputusan serta bukti - bukti dokumen sebagaimanaiimaksud dalarn p.ial zl ayat (l) dan ayat(2) bertanggungjawab atas kebenarannya serta akibat dari penggunaan dokumen tersebut.

Pasal 23

Ketentuatr lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 24

Pedoman pengelolaan keuangan clesa selanjutny'a diatur dengan peraluran Bupati.

pnRHrru^l#-uopu DESA

P"rof ZS

(l) setiap tahurl anggaran berakhir, Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan ApB Desa yangditetapkan dengan peraturan Desa.
(2) Perhiturngan APB Desa sebagaimana dimaksud,p acla ayat ( l ) nremuat antara lain :a Perhitungan perbandingan antara realisasi p.tut runoun ApB Desa clengan yang ditetapkan.b Perhitungan selisih antara realisasi peneri,rraan cJalam ApB oJsa disertai denganpenjelasannya.

c' Perhitungan selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran yangdisediakan dalam ApB Desa, disertai aeng;' penjerasannya.

Pasal 26

Perhitungan APB Desa clilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaranberakhir.

PERTANGGuNJ#WIL^* Apr] DESA

Pasal 27

(l ) Pertanggungiawaban Pemerintah Desa terhaclap pelaksanaan ApB Desa dilakukan oleh KepalaDesa-melalui penl'ampaian laporan peftanggungiawaban penyerenggaraan pemerintah Desakepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam , !y*l tahun dan penyampaia' laporanketerangan pertanggtrngiawaban Kepala Desa kepada BPD I (satu) kali dalam I (satu) tahundalam musyawarah BpD.
(2) Laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana

f;!ffi\rtf'pada 
avat (1) disampaikan pali.g lambat E lenam; biianitelah tahun Jnggu.on

Pasal 28

Laporan pertanggungjalvaban Kepala Desa terhadap pelaksanaan ApB Desa meliputia. Laporan perhitungan ApB Desa.
b. Nota perhirungan ApB Desa.
c. Laporan pembukr-ran keuangan desa



BAts VII
PENGA}VASAI\ APB DESA

Pasal 29

Pengawasan atas pelaksanaan ApB Desa dilakukan oleh Bupati dan BpD.

Pasal 30

Untuk bahan pengawasan, Kepala Desa waiib menyampaikan Peraturan Desa tentang ApB Desa,
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Desa tentang perhitungin ApB Desa
kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tquh) hari setelah ditetapk-an

BAB VIII
KETENTT]AN I,AIN - LAIN

Pasal 3l

( l) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten pontianak
Nomor 13 Tahrrn 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ketentuan -ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal - hal yang beltrm cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini murlai berlaku pada tanggal criurrdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, nremerintahkan pengundangan Peraturan f)aerah ini denqan
penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten pontianak

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal tb | - 2007

BUPATI TIANAK,

rtutrddngka;i dj Mr;.:iil;wan

-., l3l3 tailggai"..t*L - | -,.Tq9T
r-|-l .SEKR€IAR|S lli':,ilii I i..1:,1 ,,:,i,.i {ji,l p0lJTlANAl{

fAilIIG SyARfI.UDDIN

LE[4BARAN DAtii'\, , ',,^:,i;r: ., !.iv F0NTIANAK
TAHUN ...2.W1... Nn\iiti\ "." 3.".";:

AGUS SALINT



PENJELASAN

A'I-AS

PERATURAN DAERAH KABUPA'TEN PONTIAI\AK

NO]VIOR 
' 

TAIIUN 2OO7

TENTAI{G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BET,ANJA DESA

I. LT]\,IUM

Undang - Undang Notnor 32 TahLrn 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disamping

tltengatur otottomi daerah, juga mengatur dan rnengakui adanya otonomi yang dimiliki desa

serta wewenang untuk mengatur datt mengurus sendiri urusan Pemerintahan clan kepentingan

masyarakat setentpat.

Dalam rangka penyelenggaraan unlsan Penierintahan yarlg menjadi kewenangan desa

sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi desa, mengharuskan Penrerintah Desa menyusun

dan merumuskan kebijakan yang merLrpakan progranl kerja dan menggambarkan kegiatan

tahunan desa.

Untuk melaksanakan penyusunan dan merumuskan kebijakan desa dimaksud,

Pemerintah Desa bersama sama BPD, berkewajiban untuk menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

II. PASAL DEIV{I PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jeias
Pasal l

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Ayat (t)
Cukup Jelas

Ayat ( 2)
Huruf a

Yang dimaksud pendapatan asli desa adalah terdiri dari hasil usaha
desa, hasil kekayaan desa, hasil srvadaya dan partisipasi, hasil
gotong royong, dan lain - lain pendapatan asli desa yang sah.



Huruf b

Cukup Jelas
Huruf c

Cukup Jelas
Huruf d

Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal c)

Cukup Jelas
Pasal l0

Ayat (1)
Dana cadangan diseciiakan untuk membiayai kebutuhan umum seperti
rehabilitasi prasarana urnum dan pelestarian lingkungan, yarlg mana biaya
rehabilitasi pelestarian tersebut dianggarkan dalam beberapa tahun
allggaran.

Ayat (2 )
Cukup Jelas

Pasal I i
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Ayat (l)
Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah ber-tujuan untuk
tercapainya keserasian antara kepentingan desa dan kebijakan daerah,
keserasian alrtara kepentingan Publik dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (Z )
Cukuu Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 1 5

Cukup Jelas
Pasal l6

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal l8

Cukup Jelas
Pasal l9

Ayat (1)
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat
drjadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jeias



Pasal 20
Bendaharawan desa adalah staf desa yang diangkat oleh Kepala Desa dap bukan dari
perangkat desa..

Pasal 2l
Cukup Jelas

Pasal 22

Curkup Jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal ?7

Ayat (l)
Laporan yang dimaksud disini adalalr laporan Kepala Desa yang menruat
tentang kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan termasuk pelaksanaan
ApB Desa.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal ?8
Hr,rruf a

Cukup Jelas
Huruf b

Nota perhitungan APB Desa tnenruat ringkasan realisasi pendapatan desa clan
Relanja Desa serta realisasi perlbiayaan

Huruf c

Cukup Jelas
Pasal 29

Pengawasart yang dilakukan oleh Bupati dimaksud dapat lakukan oleh Camat sebagai
bagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal i I

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas


